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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/1.2/2498/2015
TENTANG

TIM PELAKSANA RISET PEMBINAAN KESEHATAN
BADAN PENELITTAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Riset Pembinaan Kesehatan
(Risbinkes) Tahun 2015 sesuai dengan protokol yang sudah
ditetapkan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Tim Pelaksana
Riset  Pembinaan  Kesehatan  Badan  Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Normor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67,'Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

4. Peraturan Pemerintah ...
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4, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih
Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144 /Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5835) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013,
Nomor 741);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
937/MENKES/SK/IX/1998 tentang Komite Nasional

Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
791 /Menkes/SK/VII/ 1999 tentang Koordinasi

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

9. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/ /2015 tentang Tim
Pengelola Riset Pembinaan Keschatan Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN: ...
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA
RISET PEMBINAAN KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN TAHUN 2018.

Susunan Tim Pelaksana Riset Pembinaan Kesehatan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2015 yang
selanjutnya disebut Tim Pelaksana Risbinkes, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Pelaksana Risbinkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan
kesehatan sesuai dengan bidang fokus, jenis insentif judul
penelitian pelaksanaan penelitian/perekayaan, dan jumlah

dana yang dialokasikan;

b. menyampaikan laporan proses pelaksanaan dan kemajuan
secara periodik serta proses akhir kegiatan penelitian dalam

bentuk salinan keras dan salinan lunak sebagai berikut:
1. laporan kemajuan kegiatan penelitian;

2. laporan realisasi penyerapan anggaran,

3. laporan akhir penelitian;

4. data hasil penelitian (raw data) dan karakteristiknya,

log book (Definisi operasional dan struktur data);
5. draft naskah rancangan publikasi ilmiah penelitian;

6. usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil

penelitian yang berorientasi HKI; dan
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KEEMPAT
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7. berkoordinasi dengan Tim Teknis Administrasi dalam
menyelesaikan dan menyerahkan seluruh bentuk
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

. Tim Pelaksana Risbinkes bertanggung jawab dan wajib

mengumpulkan laporan secara periodik kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Ketua Tim
Pengelola Riset Pembinaan Kesehatan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Tahun 2015 dengan berkoordinasi |
kepada Kepala Satuan Kerja yang membidangi tugas dan fungsi

masing-masing Tim Pelaksana Risbinkes.

Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Risbinkes
dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Tahun Anggaran 2015.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK
02.03/1.2/1953/2014 tentang Tim Pelaksana Riset Pembinaan
Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggéran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENG M;B,{}NGAN KESEHATAN,
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Layanan Obat Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Di RSUD di
Sumatera Selatan

Latar Belakang

Dalam mewujudkan komitmen global dan konstitusi (Pasal 28H UUD 1945),
pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan
sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk didalamnya Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan yang dicover BPJS banyak mengalami
kendala. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan disparitas layanan dan
kepuasan peserta JKN dari aspek layanan obat.

Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (service
excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan jasa.Tuntutan para
penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai
upaya untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya jika
pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan buruk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan deskriptif
kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Kota Prabumulih dan RSUD Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program JKN yang ada belum dapat
menjamin sepenuhnya ketersediaan obat bagi pasien. Gambaran distribusi obat bagi
Peserta JKN di RSUD “A “dan RSUD ‘B’ masih belum terlaksana dengan baik. Namun,
permasalahan ini tidak hanya diketemukan dalam pelaksanaan JKN semata. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat responden dari peserta jaminan kesehatan
sebelumnya mengalami ketidaktersediaan jenis obat tertentu namun sekarang
mendapatkannya dan sebaliknya.

Dalam hal gambaran layanan obat bagi Peserta JKN di RSUD terdapat proporsi
pasien yang tidak mendapatkan layanan obat di RSUD ‘A’ cukup tinggi, ini dimungkinkan
dapat terjadi karena adanya pola berobat masyarakat Banyuasin.Terkonsentrasinya pasien
untuk berobat di hari kalangan menyebabkan terjadinya lonjakan pasien (dalam basis
harian) yang sulit diprediksi dalam perencanaan pengadaan obat di RSUD ‘A’.
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Sedangkan dalam hal gambaran Persepsi Peserta JKN terhadap layanan obat bagi
Peserta JKN di RSUD cukup baik, walau masih banyak keluhan tentang lamanya waktu
tunggu dan pelayanan yang cukup lama disebabkan kurangnya tenaga.

Secara umum Program JKN memberikan perbaikan dalam sistem jaminan kesehatan
di Indonesia. JKN secara prinsip digolongkan sebagai universal coverage. Konsep
universal coverage mengasumsikan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung sistem

telah tersedia.
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ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional secara efektif mulai berlaku semenjak tanggal 1 Januari
2014. Jaminan Kesehatan Nasional mengintegrasikan beberapa jaminan kesehatan yang
berlaku di masa lalu. Efek pengintegrasian ini memberikan tantangan bagi fasilitas
kesehatan dalam pemberian layanan termasuk didalamnya layanan obat. Penelitian
bermaksud untuk mendapatkan gambaran distribusi, pelayanan dan kepuasan peserta
Jaminan Kesehatan Nasional dalam segi layanan obat di RSUD wilayah Sumatera Selatan.
Penelitian menggunakan kerangka kerja usage ability concept. Penelitian dilakukan dengan
pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan kuantitatif di bulan Mei-September 2015 di
RSUD Banyuasin dan RSUD Prabumulih. Narasumber penelitian berasal dari petugas
RSUD dan pasien sedangkan data kuantitatif digali melalui responden. Sebanyak 66 orang
responden digunakan dalam penelitian, dengan informan berasal dari pasien sebanyak 5
orang per RSUD. Temuan penelitian menunjukkan perencanaan persediaan dan
pendistribusian obat menjadi kewenangan RSUD dimana peran BPJS Kesehatan dapat
dikatakan sangat minim. Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya menjamin
ketersediaan obat bagi pesertanya. Efek berantai dari ketidaktersediaan obat mnyebabkan
timbulnya tambahan biaya dan menebus obat di lebih satu tempat. Keluhan yang
dimunculkan oleh pasien diantaranya lamanya waktu tunggu. Secara keseluruhan, pasien
merasa puas dengan pelayanan obat. Disarankan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan
evaluasi kemampuan penyediaan obat bagi fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya.

kata kunci: layanan obat, jaminan kesehatan nasional, RSUD, waktu tunggu
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan komitmen global dan konstitusi (Pasal 28H UUD
1945), pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini
mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk
didalamnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS merupakan badan hukum yang keberadaannya dijamin oleh Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2011. Dalam Pasal 5 UU 24/2011 penyelenggara
jaminan sosial terbagi menjadi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.Terkait
dengan BPJS Kesehatan maka visi utama yang diusung haruslah mengacu kepada
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu “setiap orang
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Karena itu setiap individu, keluarga
dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan
negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi
seluruh penduduknya tanpa terkecuali termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak
mampul.

JKN, sesuai amanat UU, mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014.
Saat berlakunya JKN maka sistem jaminan kesehatan seperti ASKES,
JAMKESMAS, JAMPERSAL dan jaminan kesehatan publik lain yang dibiayai
oleh pemerintah pusat dinyatakan tidak berlaku lagi dan kesemua fitur layanan
yang ada dilebur ke dalam JKN. Selain itu, pemerintah juga mendorong warga
negara yang tidak ter-cover dalam ASKES, JAMKESMAS dan JAMPERSAL
atau di-cover dalam asuransi kesehatan komersial/perusahaan untuk menjadi
peserta JKN. Tentu kebijakan JKN ini memberikan tantangan baru baik dari segi
manajerial, logistik, kultur layanan kesehatan dan aspek sosialbudaya lainnya.
Mengintegrasikan sistem jaminan kesehatan dengan ruang lingkup dan target
sasaran yang berbeda merupakan suatu pekerjaan yang berat dan tentunya
memunculkan disparitas layanan yang perlu untuk segera dikenali dan diperbaiki



secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan

layanan dan kepuasan peserta JKN dari aspek layanan obat.

1.2. Rumusan Masalah

Program JKN merupakan program ambisius dan progresif yang
menargetkan seluruh populasi terlindungi oleh jaminan kesehatan dimana
diperkirakan 63% dari populasi Indonesia telah menjadi pesertanya (Lagomarsino
et al, 2012). Data BPJS Kesehatan per 16 Oktober 2015 sendiri mencatat jumlah
peserta JKN telah mencapai 153.284.145 orang. Masyarakat sebagai peserta JKN
diharapkan memperoleh pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Pelayanan optimal tersebut akan didapatkan oleh masyarakat jika ada
koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan sebagai
penyelenggara JKN, fasilitas kesehatan sebagai penyedia jasa kesehatan dan
masyarakat peserta JKN itu sendiri.

Koordinasi dan komunikasi yang baik tercipta manakala terjadi
keharmonisan dalam regulasi dan kebijakan yang menjadi pijakan dalam sistem
JKN. Terkait dengan layanan obat, harmonisasi regulasi dan kebijakan terlihat
salah satunya dalam administrasi peraturan obat-obatan dalam Daftar Plafon
Harga Obat (DPHO) dan Formularium Nasional (Fornas). Namun, pada
pelayanan rujukan terdapat kendala berupa ketidaksinkronan peraturan tentang
obat-obatan dalam DPHO dan Fornas serta obat-obatan dalam Fornas yang tidak
selengkap obat-obatan DPHO sehingga mutu menurun, termasuk obat-obatan
untuk menangani alergi terhadap obat-obatan (Balitbangkes, 2014). Peraturan
harga obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) mengacu pada harga obat dan
BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan untuk daftar jenis
obat dan BMHP mengacu kepada Fornas. Terkait dengan layanan obat bagi
peserta JKN di faskes rujukan, layanan obat menjadi satu kesatuan dalam paket
layanan INA CBGs. Dengan adanya berbagai aturan tersebut terbuka terjadinya
disparitas layanan obat dikarenakan oleh dua alasan, yaitu: 1) Faskes rujukan
memiliki kepentingan untuk menjaga cash-flow organisasi tetap dalam keadaan
normal. Artinya faskes akan melakukan adaptasi/penyesuaian sediaan obat yang
ditanggung oleh JKN; 2) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN berusaha



menjaga agar terjadi pemerataan jaminan bagi pesertanya dengan melakukan
pengendalian biaya obat agar tersedia cukup dana untuk seluruh peserta JKN. Dari
uraian permasalahan, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:
1) Bagaimana gambaran distribusi obat bagi peserta JKN di RSUD?
2) Bagaimana gambaran layanan obat bagi peserta JKN di RSUD?
3) Bagaimana gambaran persepsi peserta JKN terhadap layanan obat bagi
peserta JKN di RSUD?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Menjelaskan gambaran distribusi obat bagi peserta JKN di RSUD.
2) Menjelaskan gambaran layanan obat bagi peserta JKN di RSUD.
3) Menjelaskan gambaran persepsi peserta JKN terhadap layanan obat bagi
peserta JKN di RSUD.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
antara lain:

1. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk penyempurnaan prosedur
layanan obat bagi Peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Memberikan motivasi dalam memberikan pelayanan secara optimal dan
profesional tentang layanan obat bagi Peserta JKN di Rumah Sakit Umum
Daerah.

3. Masyarakat ilmiah, sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan

hipotesis.
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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KERJA PENELITIAN

2.1. Pelayanan Farmasi

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang
menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelasdalam Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/SK/X11/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah
Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada
pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu termasuk pelayanan farmasiklinik yang
terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu
pelayanan farmasi mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigm drug
oriented ke paradigm baru patient oriented dengan filosofi Pharmaceutical Care (pelayanan
kefarmasian).

Pelayanan kefarmasian dibagi menjadi bagian yaitu (1) pelayanan farmasi minimal

dan (2) pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi minimal dalam pelaksanaannya terdiri
dari yaitu perbekalan, distribusi, dan administrasi . Perbekalan yang dilaksanakan oleh unit
pelaksana IFRS yang meliputi pengadaan dan penyimpanan perbekalan farmasi.
Pengadaan merupakanproses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan
farmasi yang bertujuan untuk mendapatkan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan
anggaran serta menghindari kekosongan obat. Penyimpanan perbekalan farmasi
merupakan kegiatan pengaturan sediaan farmasi di dalam ruang penyimpanan, dengan
tujuan untuk menjamin mutu tetap baik, yaitu kondisi penyimpanan disesuaikan dengan
sifat obat, misalnya dalam hal suhu dan kelembaban.

Distribusi merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit
untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan
sertaun tuk menunjang pelayanan medis. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan
untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan (1) efisiensi dan efektifitas
sumber daya yang ada, (2) metode sentralisasi dan desentralisasi (3) sistem floor stock dan
resep individu.

Distribusi perbekalan farmasi dilakukan untuk melayani distribusi perbekalan
farmasi untuk pasien rawat inap, kegiatan pendistribusian perbekalan farmasi untuk

memenuhi kebutuhan pasien rawat inap di rumah sakit, yang diselenggarakan secara



sentralisasi dan dengan sistem persediaan UDD (Unit Dose Dispensing) di ruangan dan
sistem resep perorangan. Distribusi perbekalan farmasi untuk pasien rawat jalan, kegiatan
pendistribusian perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat jalan di
rumah sakit, yang diselenggarakan secara sentralisasi dengan sistem resep perorangan oleh
IFRS. Sistem pelayanan distribusi yaitu sistem resep

2.1. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat
mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen
dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan
yang dimaksudkan untuk memecahkan Permasalahan konsumen/pelanggan.Kualitas
pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas
tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.Kualitas pelayanan
bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan,
melainkan berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) penerima layanan.Pelangganlah
yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang
seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan.

Terdapat beberapa pendapat terkait dengan ciri-ciri dari suatu kualitas. menurut
Tjiptono (1996 : 56) ciri-ciri atau atribut-atribut yang ada dalam kualitas tersebut adalah:
Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses. Akurasi
pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan. Kesopanan dan keramahan
dalam memberikan pelayanan. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya
petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. Kenyamanan
dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat
parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti
ruang tunggu ber AC, kebersihan, dan lain-lain.

Dari pendapat di atas diketahui bahwa kualitas pelayanan mencakup berbagai
faktor.Menurut Albrecht dan Zemke (dalam Dwiyanto, 2005 :145) bahwa kualitas
pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan,
sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan (customers).

Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (service
excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan jasa.Tuntutan para

penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai



upaya untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.Kepuasan penerima layanan
sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti yang diungkapkan
Tjiptono (1996:56), bahwa kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan
pelanggan.Kotler (dalam Tjiptono, 1996:147) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan
adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia
rasakan dibanding dengan harapannya.Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu
menghendaki kepuasan dalam menerima suatu layanan. Menurut Ratminto dan Atik
(2005:28) :

Dengan demikian kebutuhan para penerima layanan harus dipenuhi oleh pihak
penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut memperoleh
kepuasan.Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman tentang konsepsi kualitas pelayanan.
Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 1996:59) :

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan
yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan
sebagai kualitas yang ideal.Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.Dengan demikian baik buruknya
kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi
harapan masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten.

Berdasarkan uraian sejumlah pendapat yang tersaji, maka pengertian kualitas
pelayanan adalah totalitas karakteristik suatu konsep pelayanan yang mencakup seluruh
aspek pelayanan, dan toluk ukur kualitas pelayanan itu adalah dapat memberi kepuasan
kepada para pelanggan atau penerima layanan.

Persepsi peserta JKN terhadap layanan obat dipengaruhi pengalamannya terhadap
empat indikator, yaitu: 1) Indikator ketersediaan obat. 2) Indikator pengeluaran biaya
tambahan obat. 3) Indikator jenis dan jumlah obat yang diberikan. 4. Indikator kemudahan

memperoleh obat

2.3 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
a. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial

Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang



bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia
terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan masyarakat yang layak.

b. Prinsip-prinsip Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem jaminan
Sosial Nasional (SJSN) berikut:

Prinsip kegotongroyongan

Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup
bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam
SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang
kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan
peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN

bersifat wajib untuk seluruh penduduk.

Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah
nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah
untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari
masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan
sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh

kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

Prinsip portabilitas

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang
berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib



Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga
dapat terlindungi.Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat,
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah
serta kelayakan penyelenggaraan program.Tahapan pertama dimulai dari pekerja di
sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara
mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat

mencakup seluruh rakyat.

Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-
badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan
dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan
Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar

kepentingan peserta.

c. Fasilitas Kesehatan
Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para peserta BPJS kesehatan, baik
yang terdaftar di kelas I, Il, 1ll dan juga tidak membedakan apakah peserta dari
penerima bantuan iuran jaminan kesehatan maupun bukan penerima bantuan iuran
jaminan kesehatan. Peserta BPJS kesehatan akan mendapatkan jumlah obat, kualitas
obat, pelayanan oleh tenaga medis yang sama. Yang membedakan dari peserta BPJS

kesehatan adalah fasilitas kesehatan.



JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
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Gambar 1. Skema Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

2.3 Kerangka kerja penelitian

Penelitian kualitas layanan bersifat subyektif. Oleh karenanya, kenyamanan dan
keterbukaan informan dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian
memegang peranan vital. Pendekatan personal untuk membangun ikatan kepercayaan dan
kejelasan tujuan menjadi salah satu tolok ukur apakah informasi yang didapatkan memiliki
kualitas yang memadai. Secara garis besar setting penelitian dijabarkan dalam paragraf
berikut.

Informan dari peserta JKN yang memanfaatkan layanan rawat jalan diwawancarai
ketika selesai mendapatkan layanan obat di instalasi farmasi RSUD sedangkan informan
rawat inap diwawancarai di bangsal perawatan dengan terlebih dahulu menanyakan
kesediaannya untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan memperkenalkan
terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan penelitian serta memberikan jaminan
kerahasiaan identitas kepada informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan
bahasa/istilah lokal untuk menghindari bias pemahaman. Untuk mendapatkan keyakinan
bahwa data yang diberikan dapat menjawab tujuan penelitian dilakukan penggalian
informasi mengenai berapa lama telah menjadi peserta JKN, telah berapa Kali

memanfaatkan layanan JKN serta pengalaman terdahulu sebelum menjadi peserta



JKN.Wawancara dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pasien lainnya. Peran
perawat RSUD dalam pengumpulan data ini sebatas memperkenalkan peneliti kepada

pasien dan setelahnya memberikan space yang cukup kepada peneliti untuk mewawancarai

pasien.
PROGRAM JKN : Baik
- Distribusi Obat Cukup
- L
ayanan Obat Tidak Baik
- Persepsi peserta JKN

\§ J

Gambar 2. Kerangka kerja penelitian secara umum
Peneliti berpendapat bahwa persepsi peserta JKN terhadap layanan obat dipengaruhi
pengalamannya terhadap empat indikator, yaitu:

1. Indikator ketersediaan obat. Maksud dari indikator ini adalah untuk menggali
informasi apakah peserta JKN pernah mengalami kasus dimana obat yang diresepkan
oleh tenaga kesehatan tidak tersedia dari instalasi farmasi RSUD. Pertanyaan ini juga
ditanyakan kepada informan apabila pernah mengalami hal yang serupa ketika masih
terdaftar sebagai peserta skema jaminan kesehatan sebelumnya.

2. Indikator pengeluaran biaya tambahan obat. Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk
mendapatkan gambaran apakah program JKN memberikan efek terhadap pengeluaran
biaya tambahan obat peserta dibandingkan dengan skema jaminan kesehatan
sebelumnya.

3. Indikator jenis dan jumlah obat yang diberikan. Tujuan menggali informasi ini untuk
mendapatkan kejelasan terkait logistik layanan obat.

4. Indikator kemudahan memperoleh obat resep yang dioperasionalisasikan dalam bentuk
pertanyaan menebus obat lebih dari satu tempat.

Pemilihan keempat indikator ini didasari oleh fakta empiris bahwa sesuatu
dipersepsikan berkualitas dalam masyarakat lokal penelitian apabila produk atau jasa
tersebut dapat diperoleh dengan mudah, murah, dalam jumlah yang wajar menurut harga
yang dibayarkan dan jenis yang diterima sesuai yang di-iklan-kan. Selain fakta empiris,
keempat indikator tersebut termasuk dalam Usability Concept yang dipergunakan dalam

menilai kualitas layanan kesehatan (Haron, Hamid, & Talib, 2012).
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan
deskriptif kuantitatif. Penelitiandilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan
bulan September 2015 di RSUD Kota Prabumulih dan RSUD Kabupaten

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

3.2 Pemilihan responden, Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.2.a Pemilihan responden

Responden merupakan peserta JKN yang dipilih berdasarkan metode
incidental sampling. Jumlah responden sebanyak 80 orang dengan pembagian 40
orang per RSUD. Namun, jumlah akhir responden yang digunakan dalam analisis
sebanyak 66 orang terdiri dari 36 orang di RSUD ‘A’ dan 30 orang di RSUD ‘B’.
Pengurangan jumlah responden diakibatkan adanya sebagian data yang hilang
(missing value).

Pada saat pengajuan protokol Penelitian, lokasi yang akan di ambil adalah
RSUD Kota Palembang dan RSUD Kabupaten Banyuasin, Oleh karena RSUD
Kota Palembang mempunyai kesibukan dan baru selesai dilakukan penilaian
akreditasi maka pihak RSUD Kota Palembang tidak bersedia menjadi lokasi
penelitian. Tempat penelitian kemudian dialihkan ke RSUD Kota Prabumulih.

3.2.b Pemilihan informan
Informan dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi dan relevansi.
Informan penelitian terdiri dari:
1. RSUD ‘A’:
a. Kepala Instalasi Farmasi RSUD ‘A’
b. Kepala Bagian Administrasi dan Umum

c. Petugas instalasi Farmasi

2. RSUD ‘B’:
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a. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang
b. Kepala Bidang Keperawatan

c. Kepala Bagian Administrasi dan Umum

d. Petugas Instalasi farmasi

e. Petugas BPJS Kesehatan Center

Penelitian ini menggunakan informan yang berasal dari peserta BPJS
Kesehatan dan Tenaga Kesehatan dari RSUD sebagai mitra BPJS Kesehatan.
Peserta BPJS Kesehatan dipilih secara purpossive sampling di instalasi farmasi
RSUD (bagi yang memanfaatkan layanan rawat jalan) dan di bangsal perawatan
(bagi yang memanfaatkan layanan rawat inap). Informan tenaga kesehatan dari
RSUD vyang dipilih sebagai sumber informasi adalah karyawan yang bertugas di
bagian Pelayanan Medik, BPJS Kesehatan Center dan Perawat. Selain informan
yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga memanfaatkan data
sekunder yang berasal dari pustaka primer (jurnal) dan publikasi institusi yang
dapat diverifikasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur yang
dilengkapi dengan observasi proses layanan obat di Instalasi Farmasi.

Jumlah informan dari petugas RSUD berjumlah satu orang untuk setiap
jabatan di RSUD sedangkan informan yang berasal dari peserta JKN berjumlah 5

orang.

3.3 Validasi Data

Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan Triangulasi metode.
Triangulasi sumber: data diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari Pasien/
keluarga, Petugas Kesehatan dan Petugas pemberi pelayanan.Triangulasi metode:
data diperoleh dengan menggunakan 3 metode yaitu: wawancara mendalam,
kuisioner, dan telaah dokumen.

3.4 Manajemen data
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Data kualitatif yang didapat dari wawancara mendalam di-record dalam
catatan harian penelitian (logbook) dan selanjutnya dikodifikasi menurut tema
atau substansi untuk kemudian dibentuk matrik sehingga didapat perbandingan

yang tetap/konstan.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Data diolah seketika setelah didapatkan dalam bentuk kodifikasi dan
dilakukan triangulasi secara berkesinambungan. Hasil kodifikasi kemudian
dipetakan untuk melihat tipologi dan alur hubungan yang terbentuk melalui
pembandingan data dari informan untuk mencari persamaan dan perbedaannya.
Sebagai bahan pijakan sekaligus pisau analisis bila perlu digunakan teori-teori
yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban
yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa
belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap
tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data

yaitu :

1. Data Reduction
Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian,
meyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul

dari catatan-catatan lapangan.

2. Data Display

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian
(display) data.Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami.

3. Conclusion drawing/Verification
Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik

kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal
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yang dikemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-
bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk
mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang
kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke

lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data
Triangulasi data dilakukan dengan mencocokan data tema yang sama
dengan metode pengumpulan data yang berbeda (membandingkan hasil

wawancara dengan jawaban dalam kuesioner).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Sebanyak 66 orang total responden terdiri dari 24 orang laki-laki dan 42
orang perempuan ditanyai untuk mendapatkan gambaran data kuantitatif.
Mayoritas responden di kedua RSUD adalah responden perempuan dengan
perincian 24 orang (66,7%) di RSUD A dan 18 orang (60%) di RSUD B. Ditinjau
dari usia, mayoritas berada di usia 50-59 tahun (35,48%) dengan rerata usia 44,61
tahun dalam rentang usia 18 — 84 tahun. Rerata usia di kedua RSUD relatif
berimbang, RSUD A 45,06 tahun dan RSUD B 44,00 tahun. Terkait tingkat
pendidikan responden, 61,1% di RSUD A dan 66,7% di RSUD B memiliki
tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 11,1% (RSUD A) dan 10%
(RSUD B). Sedangkan distribusi pekerjaan responden ditabulasikan dalam Tabel

1 dengan mayoritas pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga.

Tabel 1. Distribusi pekerjaan responden berdasarkan pengakuan

Proporsi (%)

Jenis Pekerjaan RSUD A (n = RSUD B (n = Total
36) 30)

Tidak menyebutkan 16,7 13,3 15,2
Apoteker 5,6 0 3,0
Bidan PTT 0 6,7 3,0
Buruh 0 6,7 3,0
Pedagang/wiraswasta 11,2 0 6,0
Ibu Rumah Tangga 33,3 33,3 33,3
Pelayar 5,6 0 3,0
Petani 111 20,0 15,2
PNS 0 13,3 6,1
Sopir 5,6 0 3,0
Karyawan Swasta 11,1 6,7 9,1
Total 100,0 100,0 100,0

sumber: data primer, diolah

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan fasilitas
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kesehatan yang digunakan

Proporsi (%)

Fasilitas Kesehatan
RSUD A (n=36) RSUD B (n =30)

Total

Instalasi rawat inap

Bangsal Umum 11,1 6,7

Bedah 0 13,3

Pediatri 0 6,7

Penyakit Dalam 16,7 20,0 18,2
Neonatus 0 6,7

Poliklinik (Rawat Jalan)

poli anak 5,6 6,6

poli bedah 11,1 6,7

poli kebidanan 5,6 0

poli penyakit dalam 33,3 20,0 27,2
Missing 16,6 13,3 15,2
Total 100,0 100,0 100,0

sumber: data primer, diolah

Secara garis besar, responden mayoritas memanfaatkan fasilitas perawatan

penyakit dalam. Keluhan kesehatan yang dikaitkan dengan penyakit dalam
muncul sebagai mayoritas baik di RSUD A maupun di RSUD B. Item Bangsal

Umum dalam Tabel 2 dimaksud adalah ruang perawatan yang dikhususkan untuk

peserta JKN di RSUD A dan tidak dibagi ke dalam jenis penyakit.

Tabel 3. Jenis jaminan kesehatan sebelumnya
yang dimiliki oleh responden

Proporsi (%0)

Jenis Jaminan Kesehatan

Sebelumnya RWACS csupem=)
Tidak ada (peserta baru JKN) 66,7 73,3 69,7
Askes 5,6 20,0 12,1
Asuransi dari perusahaan 5,6 0 3,0
Jamkesmas 0 6,7 3,0
Jamsoskes 16,7 0 9,1
Jamsostek 5,6 0 3,0
Total 100,0 100,0 100,0

sumber: data primer, diolah
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Sebesar 69,7% responden merupakan peserta baru dalam JKN yang
menandakan bahwa program JKN setidaknya dapat meningkatkan proporsi warga
negara yang terlindungi sesuai dengan tujuan dari SJISN. Data penelitian juga
menunjukkan JKN diaplikasikan oleh pemangku kepentingan untuk
mengintegrasikan jaminan kesehatan yang ada sebelumnya. Perihal pemanfaatan
JKN dalam tiga bulan terakhir dapat dilihat dalam Tabel 4 sedangkan Tabel 5
menampilkan lama kepesertaan dalam JKN.

Tabel 4. Pemanfaatan JKN dalam 3 bulan terakhir sebelum survei

pemanfaatan JKN Proporsi (%)
. Total
3bulanterakhir ~ RSUD A(n=36) RSUD B (n = 30)

1 41,7 63,6 51,7

2 33,3 9,1 22,3

3 8,3 18,2 12,8

4 0 9,1 4,1

6 16,7 0 91
Total 100,0 100,0 100,0

sumber: data primer, diolah
Tabel 5. Lama kepesertaan JKN
lama keanggotaan Proporsi (%)
Total
JKN (bulan) RSUD A (n=36) RSUD B (n=30)

2 0 7,7 3,5

3 6,7 0 3,7

6 13,3 0 7,3

7 6,7 0 3,7

8 0 15,4 7,0

10 0 1,7 3,5

>12 73,4 69,2 71,5
Total 100,0 100,0 100,0

sumber: data primer, diolah
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4.2. Gambaran Distribusi Obat

Distribusi obat yang dimaksud dalam penelitian ini dimaknai sebagai
bagaimana pihak RSUD meyediakan obat, menyimpan obat sementara dan
menyerahkan obat tersebut kepada pasien. Terkait dengan penyediaan obat di
RSUD memiliki kaitan dengan tingkat permintaan dan ketersediaan obat di
gudang farmasi. Dalam perencanaan, tingkat permintaan umumnya diestimasi dari
pola permintaan sebelumnya. Artinya RSUD harus melakukan pembaharuan data
sediaan obat yang dimiliki secara berkala. Untuk mendapatkan gambaran
bagaimana penyediaan obat di RSUD diketahui dari wawancara dengan petugas
apotik sebagaimana berikut (kata atau kalimat di dalam tanda kurung merupakan

tambahan dari peneliti):

“Permintaan obat berlangsung dengan alur: laporan keadaan
obat berasal dari petugas yang menangani stok obat, kemudian laporan
(keadaan stok obat - pen) diteruskan kepada Kepala Instalasi
(farmasi). Kepala Instalasi (kemudian) membuat nota dinas
(permintaan sediaan obat) kepada Kepala Rumah Sakit melalui Kepala
Bidang Pelayanan Medis. Setelah (permintaan sediaan obat) mendapat
persetujuan dari Kepala RS (petugas mengestimasi waktu paling lama
dua minggu), kemudian (bagian purchasing) melakukan pemesanan
melalui e-catalog (bila terdapat dalam DPHO), dan pemesanan obat
langsung kepada provider (apabila tidak terdapat dalam DPHO). Lama
waktu pemenuhan tergantung jenis obat, bisa empat atau lima hari
(atau) bisa lebih dari dua minggu.” (RSUD A)

“Pemesanan obat belum menggunakan e-catalog, (pemesanan
obat) dilakukan melalui PBF (Penyalur Besar Farmasi) dan untuk
harga (pembelian obat) kami mengacu pada harga yang telah
ditetapkan (oleh) pemerintah. Kami hanya menunggu tiga atau empat
hari untuk sampainya obat (yang dipesan).” (RSUD B)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa manajemen penyediaan obat di
RSUD A dapat dikatakan relatif lebih baik dari RSUD B. Setelah proses
penyediaan obat, langkah selanjutnya dalam penyediaan obat adalah bagaimana
RSUD melakukan penyimpanan obat sementara sebelum diserahkan kepada
pasien. Kegiatan penyimpanan obat sementara tentunya terkait dengan kapasitas

gudang farmasi yang dimiliki.
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“Kami mempunyai gudang penyimpanan obat tetapi obat akan
dikirim secara bertahap setiap tiga bulan sekali kecuali ada (sediaan)
obat yang habis sebelum waktunya (maka) perlu permintaan khusus
(untuk segera dikirimkan).” (RSUD A)

“(Sediaan) obat yang kami pesan sesuai dengan kebutuhan dan
disimpan di gudang obat yang kami punya, (sediaan) obat yang
jumlahnya besar (menggunakan tempat yang luas) di pesan secara
bertahap.” (RSUD B)

Meskipun peneliti tidak secara khusus menanyakan luas dan kapasitas
gudang farmasi yang dimiliki oleh setiap RSUD, namun berdasarkan pengakuan
dari Kepala Bagian Administrasi dan Umum RSUD B kapasitas gudang farmasi
yang dimilikinya relatif kurang memadai untuk penyimpanan sediaan obat yang
dibutuhkan. Kompensasi dari kurangnya kapasitas gudang farmasi yang dimiliki
oleh RSUD B nampaknya ditanggulangi dengan sistem pemesanan sediaan obat
yang relatif dijaga agar tidak melampaui lima hari kerja.

Wawancara dengan Kepala Instalasi Farmasi RSUD A memberikan
gambaran bagaimana penyerahan obat kepada pasien dilaksanakan di RSUD A.
Instalasi farmasi RSUD A beroperasi selama 24 jam dengan waktu pelayanan di
bagi dalam dua shift. Shift pertama berlangsung dari Jam 08.00 s.d. 15.00 wib
sedangkan shift kedua mulai jam 15.00 s.d. 08.00 wib. Secara keseluruhan,
layanan obat ditangani oleh 12 orang personil berasal dari PNS maupun honorer.
Pengambilan obat bagi pasien rawat inap dilakukan sendiri oleh keluarga pasien.
Perlakuan yang berbeda diketemukan di RSUD B dimana untuk pasien rawat inap
pengambilan obat sepenuhnya oleh perawat. Sedangkan jam operasional RSUD B

sama dengan jam operasional di RSUD A.

4.3. Gambaran Layanan Obat
Gambaran layanan obat di kedua RSUD dirinci berdasarkan indikator
penelitian dijabarkan dalam sub-bab berikut.

4.3.1 Ketersediaan obat
Data penelitian menunjukkan bahwa 32,3% responden pernah mengalami

pengalaman obat yang diresepkan tidak tersedia di instalasi farmasi RSUD.

19



Berdasarkan ~RSUD, proporsi  responden yang pernah  mengalami
ketidaktersediaan obat di RSUD A lebih tinggi dibandingkan RSUD B.

Tabel 6. Distribusi Responden Pernah Mengalami
Ketidaktersediaan obat di RSUD

) Proporsi (%)
Indikator Total
RSUD A (n=36) RSUD B (n =30)

pernah mengalami obat
resep tidak tersedia
Ya 40,0 23,1 32,3

Tidak 60,0 76,9 67,7

Meskipun proporsi pasien yang mengalami ketidaktersediaan obat di RSUD
B lebih baik dibandingkan dengan RSUD A, namun layanan obat di RSUD B
relatif banyak dikeluhkan oleh pasien. Keluhan ini utamanya terkait dengan waktu
tunggu di apotik.

“Setiap kali kami mengambil obat, obat (yang diresepkan) selalu
ada di Apotik. (te)tapi terkadang kami harus menunggu cukup lama,
kira-kira %2 sampai 2 jam.” (Pasien X RSUD B)

Adanya keluhan pasien terhadap waktu tunggu di RSUD B diamini oleh petugas
apotik RSUD B:

“Obat (yang diresepkan) selalu tersedia, sebab stok obat selalu
terjaga (jumlah dan jenisnya), yang menjadi permasalahan adalah
waktu tunggu obat. Karena kami mendengar banyak keluhan dari
pasien yang menunggu cukup lama. (Hal ini terjadi) karena resep
pasien rawat jalan digabung dengan resep obat rawat inap (dan
dilayani dalam satu loket). Solusi dari pihak RS adalah (dengan)
menganggarkan dana untuk membangun ruang apotik yang baru
sehingga antara resep pasien rawat inap dan rawat jalan (pelayanan
obatnya akan) dipisahkan, dengan harapan akan mempersingkat
waktu tunggu obat.” (Petugas RSUD B)

Perihal ketidaktersediaan obat yang diresepkan di RSUD A diwakili oleh
pernyataan berikut:

“(Bagi peserta JKN) di BPJS (kesehatan) sering obatnya tidak
ada atau habis sehingga perlu menebus (obat yang di)resep(kan) di
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luar (apotik RSUD A). (Saya) lebih menyukai (menjadi peserta) askes
dari pada (menjadi peserta) BPJS (Kesehatan), disamping lebih cepat
dalam pelayanan, (men)dapat(kan) obat lebih banyak, (dan) cukup
untuk satu bulan untuk.” (Pasien xy penderita penyakit jantung).

“Obat (bagi peserta JKN) selalu tersedia, tetapi bila permintaan
akan satu (jenis) obat terlalu banyak sehingga menyebabkan obat yang
dibutuhkan kosong (tidak tersedia) maka harus menunggu pesanan
berikutnya. Bila Obat yang diresepkan kosong maka akan diberikan
resep untuk dibeli diluar apotik RSUD.” (Petugas RSUD A).

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Instalasi Farmasi RSUD A yang
memperkuat informasi petugas apotik terkait regulasi RSUD A terkait pelayanan

obat yang tidak tersedia:

“Pada saat obat tertentu dalam kondisi kosong tetapi diperlukan
pasien maka pasien tersebut diarahkan untuk beli diluar (diapotik 24
Jam) yang ada disekitar RSUD, kalaupun tidak ada di apotik tersebut,
maka akan disarankan ke apotik yang berada lumayan jauh dari RSUD
(sekitar 10 km).”

4.3.2 Keberadaan Tambahan Biaya Obat

Indikator adanya tambahan biaya dalam menebus obat yang diresepkan
memiliki Kkaitan dengan ketersediaan obat di RSUD. Proporsi responden yang
pernah mengeluarkan biaya tambahan dalam memperoleh obat resep berbading
lurus dengan proporsi responden yang pernah mengalami ketidaktersediaan obat
yang diresepkan di setiap RSUD.

Tabel 7. Distribusi Responden Pernah Mengalami Menambah
Biaya Dalam Menebus Resep Obat

Proporsi (%)
Indikator RSUDA(n= RSUDB(n= Total
36) 30)

pernah mengalami
mengeluarkan biaya obat

tambahan
Ya 20,0 15,4 17,9
Tidak 80,0 84,6 82,1

sumber: data primer, diolah
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“Obat (yang diresepkan) sering habis sehingga harus beli diluar
dengan nantinya ada penggantian biaya, hanya saja sering terjadi
selisih harga yang cukup besar antara harga obat di apotik luar dengan
standar yang ada di RSUD.” (Pasien RSUD A).

“Bagi pemegang kartu BPJS (Kesehatan), apabila obat yang
diresepkan tidak ada dalam DPHO, akan diberikan resep yang harus
dibeli diluar, dan nantinya diganti biayanya oleh (bagian) administrasi
di RSUD (mengikuti dengan standar yang berlaku). Memang sering
terjadi perbedaan harga antara obat yang dijual di apotik luar RSUD
dengan standar harga obat BPJS (Kesehatan) yang berlaku, sehingga
kadang-kadang masyarakat memang harus membayar lebih.”
(Petugas RSUD A)

Dua petikan wawancara menunjukkan keabsahan dari adanya biaya
tambahan yang dikeluarkan oleh peserta JKN untuk memperoleh obat yang

diresepkan. Perihal adanya tambahan biaya dalam memperoleh obat resep di

RSUD B belum diketahui secara pasti penyebabnya.

4.3.3. Kesesuaian Jenis Obat

Kesesuaian jenis obat yang diberikan dengan obat yang diresepkan
merupakan salah satu indicator dalam SPM yang ditetapkan oleh Kemenkes.
Besarnya proporsi responden yang pernah mengalami jenis obat yang diberikan
tidak sesuai dengan resep ditenggarai oleh kurang fahamnya responden dengan
jenis obat dalam nama generic. Responden beranggapan penggantian resep
menandakan obat yang diberikan tidak sesuai kebutuhan. Namun dalam
praktiknya penggantian resep yang dimaksud adalah resep untuk menebus obat di
apotik luar RSUD, bukan penggantian substansi dari jenis bahan aktif obat
tersebut.

Tabel 8. Distribusi Responden Pernah Mengalami Jenis obat resep
tidak sesuai dengan resep yang diberikan

) Proporsi (%0)
Indikator Total
RSUD A (n=36) RSUD B (n = 30)

pernah mengalami jenis obat
resep tidak sesuai resep

Ya 8,3 8,3 8,3
Tidak 91,7 91,7 91,7
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“Obat yang diberikan sesuai resep, tapi bila obatnya tidak ada,
akan diberikan resep pengganti.” (Pasien zy RSUD A).

“Obat yang diberikan sesuai resep, tapi bila obatnya tidak
ada,akan diberikan resep pengganti oleh Dokter ybs, dan kalau pasien
tidak mau diganti obatnya, akan diberikan resep obat yang harus dibeli
di luar RSUD.” (Petugas RSUD A).

“Oh ya pak, kami dapat obat yang sesuai dengan resep.
Terkadang kami liat tulisan resep dokter walau kadang terbaca atau
tidak dan kami tanya dengan perawatnya.” (Pasien X RSUD
B)

“Obat yang diberikan sesuai resep.” (Petugas RSUD B)

4.3.4. Kesesuaian Jumlah Obat

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang RSUD B, terkait
pemberian jumlah obat yang diberikan mengatakan memang ada perbedaan antara
skema JKN dengan Jaminan Kesehatan lainnya di masa lalu. Namun mengenai
pemberian jumlah obat ini menjadi ranah kebijakan RSUD. Artinya, RSUD dapat
saja memberikan jumlah lebih banyak dari yang seharusnya dengan pertimbangan
tertentu tanpa merugikan penyelenggara JKN maupun pasien. Sebagai contoh
beliau mengatakan untuk pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan
jumlah obat untuk sebulan diberikan kebijakan dengan mencukupi jumlahnya
meskipun secara regulasi diperlukan pengambilan obat dengan resep berulang.
Sebagai solusi untuk menghindari kesulitan pasien melakukan penebusan obat
secara berulang maka dijalankan kebijakan dua klaim obat: pertama, melalui
skema dalam INA CBGs; kedua, klaim kepada BPJS Kesehatan untuk mencukupi
kelebihan jumlah obat yang telah diberikan. Terdapat informasi yang cukup
menarik bahwa adanya potensi kecemburuan atas disparitas pemberian jumlah
obat antara peserta JKN dengan peserta Jamsoskes. Menurut beliau, regulasi
dalam Jamsoskes tidak memberikan fleksibilitas klaim obat seperti halnya JKN
sehingga untuk kasus penyakit kronis yang sama dan jumlah obat yang
dibutuhkan sama maka peserta Jamsoskes tetap harus melakukan penebusan obat

secara berulang.
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Tabel 9. Distribusi Respon Pernah Mengalami Jumlah
Obat Diberikan Tidak Sesuai Resep

Proporsi (%)
Indikator RSUD A (n = RSUDB (n= Total
36) 30)

pernah mengalami jumlah
obat diberikan tidak sesuai

resep
Ya 8,3 0 4,5
Tidak 91,7 100 95,5

“Obat yang diberikan jumlahnya sesuai dengan resep yang
diberikan.” (Pasien RSUD B)

“Obat yang diberikan sesuai resep, tetapi ada pertimbangan
untuk penyakit tertentu dan jarak yang jauh dari RS kita berikan obat
lebih, itu juga kami koordinasikan dengan pihak BPJS (Kesehatan).”
(Petugas RSUD B)

“Jumlah obat ada yang tidak sesuai resep, belum tiga hari obat
yang diberikan sudah habis, tapi obat yang lain belum habis, tapi lupa
nama obatnya.” (Pasien RSUD A)

“Jumlah obat yang diberikan memang sesuai resep, dan memang
perlu dicek lagi saat obat diterima, apakah jumlah obatnya cukup atau
kurang.” (Petugas RSUD A)
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4.3.5. Menebus obat di lebih satu tempat
Menebus obat dilebih dari satu tempat merupakan konsekuensi akhir dari
ketidaktersediaan jenis obat yang dibutuhkan.

“Kalau obatnya ada, bisa cepat (waktu tunggunya), lebih kurang
1 jam, apabila obat tidak ada, maka harus mengurus resep pengganti,
dan sangat panjang alurnya, harus ke apotik pelengkap, ataupun apotik
yang lebih besar diarah pusat kota.” (Pasien)

“Memang kalau obatnya tidak ada dalam persediaan, pasien
harus menebus obat di apotik pelengkap yang ada diluar RSUD, tetapi
jika di apotik pelengkap tersebut pun obat yang bersangkutan juga
tidak ada, maka pasien harus menebus obat di apotik yang lebih besar
di pusat kota.” (Petugas RSUD A)

Tabel 10. Distribusi pengalaman responden dalam
menebus resep di RSUD

Proporsi (%)

Indikator — Total
RSUD A (n=3s) ~oUDB(n

30)
pernah mengalami menebus
obat resep di lebih satu tempat
Ya 25,0 0 13,6
Tidak 75,0 100 86,4

sumber: data primer, diolah

4.4. Persepsi Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Obat

Secara garis besar, peserta JKN yang menggunakan faskes RSUD B relatif
lebih puas atas layanan obat yang diterima dibandingkan dengan peserta JKN
yang menggunakan faskes RSUD A.

Tabel 11. Distribusi responden berdasarkan kepuasan atas layanan obat

Proporsi (%)

Puas atas layanan obat Total
RSUD A(n=36) RSUD B (n=230)
Sangat puas 0 8,3 3,8
Puas 64,4 91,7 76,8
Cukup puas 14,3 0 7,8
Kurang puas 21,3 0 11,6
Total 100,0 100,0 100,0

sumber: data primer, diolah
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Dirunut lebih rinci, ketidakpuasan peserta JKN terhadap layanan obat JKN
kiranya diwakili oleh informasi yang diperoleh dari lbu M (usia 40 tahun;
menderita sakit jantung). Sebelumnya beliau merupakan peserta ASKES. Beliau
lebih menyukai program ASKES dibandingkan JKN. Menurut beliau layanan obat
program ASKES lebih cepat dalam pelayanan, mendapatkan obat lebih banyak
dan cukup untuk 1 bulan. Dalam penilaiannya beliau mengatakan bahwa apresiasi
masyarakat lebih tinggi terhadap ASKES dibanding JKN, bahkan dengan kartu
ASKES lama (warna kuning) dia juga merasa lebih percaya diri. Selain itu, ketika
berubah menjadi peserta JKN sering mengalami obatnya tidak ada/habis sehingga
harus beli diluar. Meskipun diakuinya ada penggantian biaya, hanya saja sering
terjadi selisih harga yang cukup besar antara harga obat di apotik luar dengan
standar yang ada di RSUD A.

Ketidakpuasan Ibu M terhadap layanan obat peserta JKN di RSUD A dapat
dimengerti. Namun besarnya proporsi ketidakpuasan peserta JKN terhadap
layanan obat tidak mustahil muncul karena peserta JKN membandingkan
pengalamannya dengan pengalaman peserta Jamsoskes. Seperti diutarakan oleh

Tn. A (umur 35 tahun) yang menjadi peserta Jamsoskes mengungkapkan:

“Lebih enak pakai Jamsoskes, karena semuanya gratis, hanya tinggal
mengurus ktp dan kartu keluarga (di) kelurahan dan (di) (ke)camat(an)
(maksudnya surat keterangan tidak mampu sebagai syarat mendapat
fasilitas Jamsoskes - pen). Apabila sudah diverifikasi, mereka dapat
menggunakan Jamsoskes tersebut. Fasilitas yang didapat juga sama
dengan yang menggunakan BPJS, dan obatnya juga selalu ada.
Pelayanan yang mereka terima juga sama dengan kepesertaan asuransi
lainnya.Tidak perlu bayar premi tiap bulan, semua ditanggung oleh
pemerintah. BPJS juga tidak menguntungkan, karena, apabila ingin
masuk menjadi peserta, harus seluruh anggota keluarga, ini
memberatkan mereka yang tidak tetap pekerjaannya, karena harus
membayar premi 25.000/orang/ bulan (untuk kelas 3).”

Hal senada tentang tidak adanya disparitas layanan obat bagi peserta JKN dan
peserta non-JKN diungkapkan oleh Tn. D (umur 45 thn dan telah menjadi peserta
JKN selama satu tahun):

“Pelayanan yang didapatkan sama saja. Pelayanan didapatkan setelah
diperiksa dokter, kemudian menunggu resep yang harus ditebus.
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Kalau obatnya ada, bisa cepat lebih kurang 1 jam, apabila obat tidak
ada, maka harus mengurus resep pengganti, dan sangat panjang
alurnya, harus ke apotik pelengkap, ataupun apotik yang lebih besar
diarah pusat kota kabupaten. Keuntunggannya hanya tidak repot
mengurus Kartu tertentu, tetapi kalau tidak berobat, uang tidak dapat
diambil kembali. Ini cukup memberatkan ekonomi keluarga (beliau
memiliki 4 orang anak, semuanya masuk menjadi anggota dan harus
bayar iuran 150.000/bulan - pen).”
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BAB V
PEMBAHASAN

Menilik dari hasil wawancara dengan informan penelitian, nampaknya
persediaan obat sangat bergantung kepada sistem pelaporan dari bagian farmasi.
Hasil wawancara tidak mengindikasikan adanya turut campur dari BPJS
Kesehatan mengenai persediaan item jenis obat. Kendali BPJS Kesehatan terkait
dengan layanan obat bagi peserta JKN terbatas kepada ketentuan jenis dan jumlah
yang tertera dalam INA CBGs atau ketentuan dalam DPOH. Oleh karenanya,
distribusi obat mejadi kewenangan RSUD sebagai mitra BPJS Kesehatan. hasil
penelitian menunjukkan bahwa program JKN yang ada belum dapat menjamin
sepenuhnya ketersediaan obat bagi pasien.

Secara umum Program JKN memang memberikan perbaikan dalam sistem
jaminan kesehatan di Indonesia. JKN secara prinsip digolongkan sebagai
universal coverage. Adanya ketimpangan dari layanan obat yang ditemui
dilapangan merupakan problem klasik dari sistem universal coverage. Konsep
universal coverage mengasumsikan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung
sistem telah tersedia. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka terciptalah
ketimpangan (Palmer, 2008). Sejauh telaahan yang dilakukan, peraturan
menjadikan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN bertindak sebagai
service purchaser bukan service provider. Artinya, kebijakan mengenai jenis
layanan yang diberikan dalam JKN (termasuk sediaan obat) menjadi domain
fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Hal ini menimbulkan
perbedaan layanan obat dari satu fasilitas kesehatan dengan fasilitas kesehatan
lainnya.

Meskipun faskes yang menjadi lokasi penelitian keduanya merupakan
RSUD, namun perbedaan kemampuan anggaran belanja daerah dan status
kewilayahan merupakan factor penting yang menentukan kualitas layanan obat.
Pola berobat pasien secara nyata menurut pengakuan dan fakta empiris
dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan masyarakat. Adanya lonjakan pasien di

hari kalangan (hari berkumpulnya masyarakat di kawasan pinggir perkotaan/pusat
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kecamatan untuk aktifitas perdagangan dan rekreasi) memberikan kesulitan dalam
manajemen perencanaan dan penyediaan obat.

Program JKN, sebagaimana telah diprediksikan oleh sebagian abhli,
menimbulkan lonjakan kunjungan pasien sesaat. Program JKN memberikan
peluang bagi masyarakat untuk berobat langsung ke RSUD berbekal keterangan
rujukan dari faskes tingkat pertama. Masih lemahnya sarana dan prasarana faskes
tingkat pertama, utamanya di wilayah kabupaten, merupakan salah satu faktor
pemicu dari melonjaknya kunjungan di RSUD. Lonjakan kunjungan sesaat tentu
saja tidak dapat diantisipasi dengan cepat oleh manajemen RSUD sehingga efek
paling nyata yang dirasakan oleh peserta JKN adalah semakin lamanya waktu
tunggu di layanan obat.

Persoalan yang mungkin timbul (tidak hanya terkait obat), seperti
diceritakan oleh petugas BPJS Center dari mitra RSUD dan dikonfirmasi oleh
Kepala BagianPelayanan Medik adalah sistem pelaksanaan BPJS (pada saat data
dikumpulkan) tidak memberlakukan adanya kepesertaan otomatis dari anak yang
dilahirkan dari ibu peserta JKN jenis PBI. Apabila terjadi kasus dimana neonatus
dari ibu peserta JKN jenis PBI membutuhkan layanan kesehatan diluar paket
persalinan yang dijamin maka pihak RSUD merujuk kepada jamkesda. Dalam hal
ini maka JKN tidak memberikan fleksibilitas seperti halnya jamkesda. Namun
demikian, menurut informasi yang diberikan dari petugas BPJS Kesehatan Center,
calon ibu dapat melaporkan terlebih dahulu tentang kelahiran sehingga dapat
diantisipasi permasalahan neonatus yang mungkin muncul.

Hasil penelitian ini harus dicermati dengan baik dikarenakan program JKN
masih dalam tahap awal (kurang dari dua tahun pelaksanaan). Oleh karenanya
hasil kuantitatif dapat menimbulkan bias dikarenakan tidak dikontrolnya nilai
yang dihasilkan berdasarkan lama kepesertaan dan frekuensi penggunaan peserta
JKN terhadap faskes yang ada.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

1) Distribusi obat merupakan domain dari RSUD sebagai fasilitas kesehatan
mitra dari BPJS Kesehatan. Oleh karenaya, terdistribusi dengan baik atau
tidak bagi peserta JKN menjadi tanggung jawab dari RSUD.

2) Program JKN belum sepenuhnya dapat menjamin ketersediaan obat bagi
pesertanya. Ketidaktersediaan jenis obat memberikan efek rantai terhadap
layanan obat secara keseluruhan.

3) Efek rantai dari manajemen distribusi dan layanan obat memberikan
tingkat kepuasan responden yang berbeda dari satu fasilitas kesehatan
dengan fasilitas kesehatan lainnya. Secara umum, peserta JKN merasa

puas atas layanan obat yang diterima.

6.2 REKOMENDASI

1. Pihak RSUD perlu meeningkatkan manajemen distribusi dan perencanaan
persediaan obat, tidak hanya untuk peserta JKN, namun juga secara
keseluruhan.

2. BPJS Kesehatan kiranya perlu melakukan upaya untuk meminimalisir
ketimpangan layanan di faskes yang menjadi mitra dalam pelayanan
kesehatan. Salah satunya dengan mengevaluasi kemampuan fasilitas
kesehatan dalam menyediakan obat.

3. Hasil penelitian masih dalam fase awal sehingga dapat ditindaklanjuti
dalam penelitian yang memfokuskan kepada studi komparasi layanan obat

bagi peserta JKN dan Jamsoskes (Jamkesda).
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Peneliti Utama :

Ns. Darul Udwan, M.Si.

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa
berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana)
harus diserahkan kepada KEPK-BPPK. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan
penelitian harus diserahkan kepada KEPK-BPPK. Jika ada perubahan protokol dan / atau
perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian
(amandemen protokol).

Jakarta,

e —
o <

13 Maret 2015

S eun

Komisi Etik Pénelitian Kesehatan
| | Badan Litbang Kesehatan,

| \" 7y s [

Prof. Dr. M. Sudomo



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari RSUD
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LAMPIRAN 2. MATRIKS WAWANCARA

No Keyword RSUD A RSUD B
Pemesanan obat Permintaan obat berlangsung dengan alur: laporan | Pemesanan obat dilakukan melalui pemesanan ke

1 keadaan obat berasal dari petugas yang menangani | PBF (penyalur Besar Farmasi) dan untuk harga
stok obat,laporan diteruskan ke kepala instalasi. | kami mengacu pada harga yang ada di e-catalog.
Kepala instalasi membuat nota dinas kepada
kepala Rumah Sakit melalui Kepala bidang
pelayanan medis. Setelah mendapat persetujuan
dari kepala RS (paling lama 2 minggu), kemudian
melakukan pemesanan melalui e catalog (bila
terdapat dalam DPOH), dan pemesanan obat
langsung kepada provider.

2 Waktu sampai obat Lama waktu pemenuhan tergantung jenis obat, | Kami hanya menunggu 3-4 hari untuk sampainya
bisa 4-5 hari,bisa lebih dari 2 minggu. obat.

3 Stok Obat Kami mempunyai gudang penyimpanan obat | Obat yang kami pesan sesuai dengan kebutuhan

tetapi obat akan dikirim secara bertahap setiap 3
(tiga) bulan sekali kecuali ada obat yang habis
sebelum waktunya perlu permintaan khusus.

dan disimpan di gudang obat yang kami punya,
obat yang jumlahnya besar (menggunakan tempat
yg luas) di pesan secara bertahap.
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2). Gambaran layanan obat bagi Peserta JKN di RSUD.

No

Keyword

RSUD A

RSUD B

Persediaan obat

Di BPJS sering obatnya tidak ada/habis,sehingga
perlu menebus resep diluar. Lebih menyukai
askes dari pada BPJS, disamping lebih cepat
dalam pelayanan, dapat obat lebih banyak,cukup
untuk 1 bulan (bagi penderita penyakit jantung)

Setiap kali kami mengambil obat, obat selalu ada
di Apotik. Tapi terkadang kami harus menunggu
cukup lama, kira-kira ¥ sampai 2 jam.

Obat selalu tersedia, tetapi bila permintaan akan
satu obat terlalu banyak, sehingga menyebabkan
obat ybs kosong, maka harus menunggu pesanan
berikutnya. Bila Obat yang diresepkan kosong,
maka akan diberikan resep untuk dibeli diluar
RS.

Obat selalu tersedia, sebab stok obat selalu terjaga.
Yang menjadi permasalahan adalah waktu tunggu
obat. Karena kami mendengar banyak keluhan
dari pasien yang menunggu cukup lama dan pihak
RS telah menganggarkan dana untuk membangun
ruang apotik yg baru sehingga antara resep pasien
rawat inap dan rawat jalan dipisahkan, sehingga
akan memperingkat waktu tunggu obat.

mengeluarkan biaya
tambahan

Obat sering habis, sehingga harus beli diluar,
dengan nantinya ada penggantian biaya, hanya
saja sering terjadi selisih harga yang cukup besar
antara harga obat di apotik luar dengan standar
yang ada di RS.

Tidak ada pak, Tidak ada biaya tambahan yang
kami keluarkan untuk beli obat.
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Bagi pemegang kartu BPJS, Apabila obat yang
diresepkan tidak ada dalam DPOH, akan
diberikan resep yang harus dibeli diluar, dan
nantinya diganti biayanya oleh administrasi di
RS (dengan standar yg berlaku). Memang sering
terjadi perbedaan harga antara obat yang dijual
di apotik luar RS dengan standar harga obat
BPJS yang berlaku, sehingga kadang- kadang
masyarakat memang harus membayar lebih

Kami berusaha menyiapkan obat yang di butuhkan
pasien dan menjaga jangan sampai stok obat
habis.

obat tidak sesuai resep

Obat yang diberikan sesuai resep, tapi bila
obatnya tidak ada,akan diberikan resep
pengganti.

Oh ya pak, kami dapat obat yang sesuai dengan
resep. Terkadang kami liat tulisan resep dokter
walau kadang terbaca atau tidak dan kami tanya
dengan perawatnya.

Obat yang diberikan sesuai resep, tapi bila
obatnya tidak ada,akan diberikan resep pengganti
oleh Dokter ybs, dan kalau pasien tidak mau
diganti obatnya, akan diberikan resep obat yang
harus dibeli di luar RS.

obat yang diberikan sesuai resep

jumlah obat diberikan
tidak sesuai resep/ganti
obat

Jumlah obat ada yang tidak sesuai resep, belum
tiga hari obat yang diberikan sudah habis, tapi
obat yang lain belum habis, tapi lupa nama
obatnya

Obat yang diberikan jumlahnya sesuai dengan
resep yang diberikan,
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Bisa saja jumlah obat yang diberikan memang
sesuai resep, dan memang perlu dicek lagi saat
obat diterima

Obat yang diberikan sesuai resep, tetapi ada untuk
penyakit tertentu dan jarak yang jauh dari RS Kita
berikan obat lebih, itu juga kami koordinasikan
dengan pihak bpjs.

menebus obat lebih dari
satu tempat

Kalau obatnya ada, bisa cepat,lebih kurang 1
jam, apabila obat tidak ada, maka harus
mengurus resep pengganti, dan sangat panjang
alurnya, harus ke apotik pelengkap, ataupun
apotik yang lebih besar diarah pusat kota
kabupaten.

Tidak pernah, hanya di RS.

Memang kalau obat nya tidak ada dalam
persediaan, pasien harus menebus obat di apotik
pelengkap yang ada diluar RS, tetapi jika
diapotik pelengkap tersebut pun obat Ybs juga
tidak ada, maka pasien harus menebus obat di
apotik yang lebih besar di pusat kota.

Tidak pernah menebus resep keluar, karena semua
obat sesuai standar BPJS tersedia
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Matriks

hasil wawancara dengan pengguna BPJS

M, 40 thn (pengguna Askes,

Tn. D, 45 thn (Pengguna BPJS)

cepat dalam pelayanan, dapat
obat lebih banyak,cukup untuk

1 bulan (bagi penderita
penyakit jantung). apresiasi
masyarakat juga lebih tinggi
terhadap askes  dibanding

BPJS, bahkan dengan Kkartu
askes lama (warna kuning) dia
juga merasa lebih Percaya Diri.
BPJS sering obatnya tidak
ada/habis, sehingga harus beli
diluar, dengan nantinya ada
penggantian biaya, hanya saja
sering terjadi selisih harga
yang cukup besar antara harga
obat di apotik luar dengan
standar yang ada di RS

tahun.

Pelayanan didapatkan setelah diperiksa
dokter, kemudian menunggu resep yang
harus ditebus.

Kalau obatnya ada, bisa cepat,lebih
kurang 1 jam, apabila obat tidak ada,
maka harus mengurus resep pengganti,
dan sangat panjang alurnya, harus ke
apotik pelengkap, ataupun apotik yang
lebih besar diarah pusat kota kabupaten.
Keuntunggannya hanya tidak repot
mengurus Kkartu tertentu, tetapi kalau
tidak berobat, uang tidak dapat diambil
kembali. Ini cukup memberatkan
ekonomi keluarga, karena dia punya 4
anak, dan semuanya masuk menjadi
anggota (harus bayar 150000/bulan)

No | Keyword sekarang BPJS) Tn A, 40 thn (Pengguna BPJS)
1 Pelayanan | Lebih menyukai askes dari | Pelayanan yang didapatkan sama saja, | Pelayanan sama saja dengan pasien
obat BPJS | pada BPJS, disamping lebih | sudah menjadi peserta BPJS selama 1 | yang lainnya, Cuma kalau tidak ada

obat, harus mendapatkan pengganti
resep dan beli diluar. Yang jadi
permasalahan, kita harus beli obat
tersebut dengan uang sendiri, nanti
baru mendapat penggantian. Saya
sering tidak dapat menebus obat,
karena tidak ada uang, karena saya
bekerja sebagai buruh harian.
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Matriks Hasil Wawancara di RSUD B

No

Keyword

Petugas BPJS Kesehatan Center

Ka. Yanmedik dan Penunjang

Pemberian jenis dan
jumlah obat

Pemberian jenis dan jumlah obat bagi
peserta JKN sama saja, tidak ada perbedaan
menurut kelas keanggotaan

Peserta JKN mendapatkan keuntungan dengan sistem
BPJS Kesehatan karena dengan BPJS RS dapat
keleluasaan dalam memberikan jumlah obat bagi
penderita penyakit kronis. Kebijakannya yang diambil
melalui pemberian jumlah melalui skema INA CBGs
kemudian ditambahkan melalui klaim BPJS. Sehingga
pasien tidak perlu mengulang menebus obat per
minggu.

koordinasi kontrol jenis
dan jumlah obat

Jenis dan jumlah obat mengikuti pedoman
BPJS Kesehatan. Selama ini belum ada
klaim obat ditolak oleh BPJS. Pihak RS
bergantung sepenuhnya kepada petugas
BPJS Kesehatan terkait informasi
kebijakan/regulasi obat terbaru yang
dikeluarkan BPJS.

RS bertanya-tanya apakah program berobat gratis
masih ada di tahun 2016 dikarenakan program ini
dapat menutup gap yang terjadi dalam skema BPJS
Kesehatan utamanya bagi peserta PBI. Jenis dan
jumlah obat berobat gratis lebih terbatas dibandingkan
BPJS Kesehatan namun lebih sederhana dalam proses
koordinasi layanan obat.

Sarana dan Prasarana
Layanan obat

Saat ini pelayanan obat dilakukan di satu tempat
untuk semua jenis perawatan (INAP dan IRJA), untuk
semua jenis pembiayaan. Terjadi keterlambatan
(menunggu lebih lama) akibat terjadinya lonjakan
pasien.
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